
 

 

 

 
 

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

 
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

 
NOMOR 47 TAHUN 2015 

 
TENTANG 

 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 

 

Menimbang : bahwa memenuhi ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Daerah 

Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2015 tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan    

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, perlu menetapkan    

Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2014;  

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir  

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang 

Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3952); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003  

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286);  

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004  

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan 

Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran     

Negara Republik Indonesia Nomor 5339); 

 

SALINAN 



 

 

 

 

 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan  

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan   

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang   

Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun   

1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor    

58); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4574); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4575); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4576); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4578); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan    

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5165); 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 

diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

21 Tahun 2011 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah); 

17. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor   

4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa    

Yogyakarta Tahun 2007, Nomor 4) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 

2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 

2008 Nomor 11); 

18. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 

2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan    

Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah  

Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9); 

19. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11    

Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa 

Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 11); 

20. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 

2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Daerah 

Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 9); 

21. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 

Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur 

Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2010 tentang 

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi 

Daerah Istimewa Yogyakarta  (Berita Daerah Daerah Istimewa 

Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 13); 

22. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 72 

Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah  

Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 78); 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

23. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 78 

Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 

(Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 

Nomor 78); 

24. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 88 

Tahun 2014 tentang Perubahan atas Penjabaran Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran  2014 
(Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 

Nomor 97); 

25. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 96 

Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Penjabaran 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta 

Tahun 2014 Nomor 97); 

26. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 58 

Tahun 2013 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan    
(Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 

Nomor 58); 

 

 
MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNU0R TENTANG PENJABARAN 
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN     

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014. 
 

 
Pasal 1 

 

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2014 terdiri atas: 

1. Pendapatan 

a. Pendapatan Asli Daerah Rp.1.464.604.954.200,16  

b. Dana Perimbangan Rp.1.666.443.974.080,00 

c. Lain-lain Pendapatan yang  Rp.       8.822.952.137,00  

sah 

Jumlah Realisasi Pendapatan  Rp. 3.139.871.880.417,16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2. Belanja 

a. Belanja Tidak Langsung               

1) Belanja Pegawai   Rp.  512.498.970.935,00 

2) Belanja Bunga         Rp.                         0,00 

3) Belanja Subsidi     Rp.                       0,00 

4) Belanja Hibah         Rp.  441.914.970.000,00 

5) Belanja Bantuan Sosial  Rp.      9.919.078.000,00 

6) Belanja Bagi Hasil  Rp.  472.309.827.352,47 

7) Belanja Bantuan  Rp.  121.560.574.535,00 

Keuangan      

8) Belanja Tak Terduga     Rp.     1.953.935.000,00 

  Rp.1.560.157.355.822,47 

b. Belanja  Langsung               

 1)  Belanja Pegawai          Rp. 111.425.291.725,00 

 2)  Belanja Barang dan Jasa  Rp. 867.039.199.272,94 

 3)  Belanja Modal Rp. 442.446.473.601,00 

  Rp. 1.420.910.964.598,94 

Jumlah Realisasi Belanja Rp.2.981.068.320.421,41 

Surplus    Rp.   158.803.559.995,75 

 

3. Pembiayaan 

1) Penerimaan Rp.  389.527.178.236,50 

2) Pengeluaran Rp.    50.000.000.000,00 

 Jumlah Pembiayaan Netto  Rp.  339.527.178.236,50 

Sisa Lebih Pembiayaan  

Tahun Anggaran Berkenaan   Rp.   498.330.738.232,25 

 

 

Pasal 2 

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1   

tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Gubernur ini. 

 

 

 

 

 

 

 



Pasal 3 

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal  1 

dirinci  lebih lanjut  ke dalam  Penjabaran  Laporan  Realisasi  Anggaran. 

Pasal 4 

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal  3 

tercantum  dalam  Lampiran  II  yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Gubernur ini.  

Pasal 5 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa 

Yogyakarta. 

   Ditetapkan di Yogyakarta 

   pada tanggal 21 Agustus  2015 

GUBERNUR 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 

ttd 

HAMENGKU BUWONO X 

Diundangkan di Yogyakarta 

pada tanggal 21 Agustus  2015 

SEKRETARIS DAERAH 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 

ttd 

ICHSANURI 

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  TAHUN  2015  NOMOR 49 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BIRO HUKUM, 

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001 


